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ABSTRAK 
 
SULASTRI (B 111 12 038), Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHPidana (Studi Kasus Putusan 
Nomor 1416/Pid.B/2014 /PN.Mks), dibawah bimbingan ANDI SOFYAN 
(selaku pembimbing 1) dan DARA INDRAWATI (selaku pembimbing 2). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut 
Pasal 279 KUHPidana dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut 
Pasal 279 KUHPidana dalam putusan perkara Nomor 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada 
instansi Pengadilan Negeri Makassar, Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan Pondok Pesantren Immim Makassar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan 
(library research) dengan cara teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari 
telaah arsip atau studi pustaka dan melakukan wawancara di Pondok 
Pesantren Immim Makassar. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (I) penerapan hukum 
pidana materil terhadap tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 
KUHPidana dalam putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks tidak tepat 
karna tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur 
sesuai apa yang diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. Dan 
(II) pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 
pidana menurut Pasal 279 KUHPidana dalam putusan Nomor: 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks dalam pertimbangan hakim memutuskan 
perkara ini dianggap lalai dalam memeriksa dan memutuskan perkara 
putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks bahwa apabila majelis hakim 
cermat dalam memeriksa dan memutuskan perkara putusan 
Nomor1416/Pid.B/2014/PN.Mks semestinya hakim memutus bebas 
terdakwa, sebab perbuataan terdakwa tidaklah memenuhi unsur Pasal 
279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap manusia menginginkan suatu hari akan mencari pasangan 
hidupnya dalam hal ini merupakan suatu yang alami dan manusiawi sebab 
ketika seorang beranjak dewasa maka mereka akan mencari pasangan 
hidupnya. Dengan adanya kebutuhan  seorang untuk memiliki pasangan 
hidupnya, dan hal ini sebanding lurus semakin tingginya angka kejahatan 
yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, karna 
idealnya perkawinan itu dilangsungkan dengan sebaik mungkin dan 
mengikuti aturan yang ada, baik itu hukum kebiasaan (hukum adat), 
hukum agama hingga hukum negara, sebab perkawinan merupakan 
sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang 
laki-laki dan pada akhirnya akan mempersatukan dua keluarga. 
Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah:1 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Sedangkang sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 yaitu :2 
                                                          
1 Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Jelas bahwa sebuah perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan 
berdasarkan menurut agama, kebiasaan atau hal-hal yang dipercayai oleh 
para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi ada satu hal 
yang tidak boleh terlewatkan sebuah perkawinan haruslah tercatatkan 
menurut peraturan perundang-undangan, sebab pernikahan itu harus di 
akui oleh negara agar negara dapat memberikan perlindungan bagi 
perkawinan tersebut. Sebab perkawinan yang tidak terdaftarkan berarti 
perkawinan tersebut tidak di akui oleh negara secara administratif tetapi 
perkawinan itu tetap ada tanpa adanya pengakuan oleh negara atas 
perkawinan tersebut. 
Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974) seorang pria beragama islam di Indonesia 
dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya 
perkawinan lebih dari empat kali itu barulah akan merupakan pelanggaran 
terhadap Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. Akan tetapi sesudah 
keluarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu tidak 
diperbolehkan lagi kawin lebih dari seorang bersama-sama, kecuali jika 
                                                                                                                                                               
2 Ibid, pasal 2 
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kalau perkawinan itu ada izin berupa keputusan Pengadilan Negeri 
setempat. 
Dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat akibat dari 
globalisasi mengakibatkan perubahan-perubahan gejala sosial di 
masyarakat sehingga memicu adanya konflik sosial di masyarakat, tidak 
hanya persoalan antar individu di kalangan masyarakat, tetapi sangat 
sering persoalan rumah tangga terjadi dikalangan masyarakat,  yang kita 
ketahui bahwa hubungan keluarga merupakan suatu hubungan emosional 
yang terjadi akibat pertalian (pernikahan) dan karna hubungan darah.  
Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat 
dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun 
kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas 
kesehariannya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini adalah perasaan 
tenang, tanpa ada khawatir akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat 
merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana 
dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami 
dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa 
dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang terkait dengan nyawa 
seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.3 
Hukum yang diyakini sebagai alat untuk memberikan keseimbangan 
dan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Layaknya 
suatu alat, hukum akan dibutuhkan dalam keadaan yang luar biasa 
                                                          
3 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.2. 
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didalam masyarakat. Belum dianggap sebagai kejahatan jika suatu 
perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam hukum pidana 
(KUHPidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut sehingga 
sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Guna 
mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai 
kesebandingan hukum. Dalam KUHPidana pada Pasal 1 Ayat (1) yang 
berbunyi: 4 
Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan 
ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada 
perbuatan itu. 
Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana merupakan perundang-undangan 
hukum pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus 
ditetapkan dalam Undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-
larangan menurut adat tidak berlaku. Untuk menghukum orang, 
selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-
undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan 
sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang 
berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur). 
Nullum dilictum sine praevia lege peneli, artinya peristiwa pidana tidak 
akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada lebih 
dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim 
                                                          
4 R. Susilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hlm.27. 
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terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri 
pribadi orang.5 
Asas legalitas yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana yaitu 
asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak 
pidana) harus terlebih dahulu oleh suatu undang-undang atau setidak-
tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum 
orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik 
diancam dengan pidana mempertanggung jawabkan secara hukum 
perbuatannya itu.6 
Jika ikatan perkawinan itu putus maka akan ada banyak 
permasalahan yang akan timbul, maka disinilah peran dari pada negara 
untuk melindungi hak-hak dari pada warga negaranya makanya sebuah 
perkawinan itu harus di daftarkan atau dicatatkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, agar perkawinan itu 
mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh negara.  
Masalah putusnya perkawinan (perceraian) ada hanya karna 
putusan pengadilan yang memutuskan bahwa perkawinan itu putus, tetapi 
putusnya perkawinan akibat dari putusan pengadilan diberikan hanya 
perkawinan yang memiliki kekuatan hukum dan tercatatkan menurut 
peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang yang ingin 
melangsungkan pernikahan kedua kalinya atau ingin melakukan poligami 
haruslah mendapatkan persetujuan dari pada istrinya, atau jika ia ingin 
                                                          
5 Ibid. 
6 Amir Ilyas, Op.Cit. hlm 12 
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menikah lagi tanpa ada persetujuan dari pada pasangannya, ia harus 
menceraikannya dan perceraian ini hanya di mungkinkan jika ada alasan 
yang diatur didalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi alasan 
terjadinya perceraian. 
Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali 
ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan 
istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai 
istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami. Kenyataan bahwa 
kebanyakan dari seorang perempuan tidak menghendaki suaminya 
mempunyai istri lain dan begitu pula para wanita yang beragama islam. 
Walaupun dalam ajaran islam seorang suami diperbolehkan untuk 
menikah lebih dari satu, tentu dengan syarat-syarat tertentu yang tak 
gampang seperti harus mendapat persetujuan istri, dan asalkan suami 
dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa 
kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas. 
Pernikahan yang kedua kalinya ataukah keberapa kalinya sering 
mengalami kontrofersi di dalam masyarakat dan tidak sedikit yang 
mengalamai permasalahan hingga menjerumus karna Hukum Pidana, 
maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti 
permasalahan tindak pidana yang berhubungan dengan perkawinan 
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dengan bahan kajian dan penelitian putusan pengadilan mengenai 
perkawinan yang di larang maka penulis menarik judul: 
“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 
279 KUHPidana” (Studi Kasus Putusan Nomor 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan 
beberapa permasalahan yang akan dibahas dirumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHPidana dalam putusan 
Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 
KUHPidana dalam putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHPidana dalam 
putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 
KUHPidana dalam putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun Manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana perkawinan 
menurut Pasal 279 KUHPidana. 
2. Dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan aparat penegak hukum dalam menanggulangi 
terjadinya tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 
KUHPidana. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 
WvS Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi 
tidak ada penjelasaan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar 
feit itu. Oleh karna itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti 
dan isi dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada 
keseragaman pendapat.7 
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana 
maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata strafbaar feit terdiri dari tiga 
kata yakni, straf, baar, dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.8 
                                                          
7 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 
hlm 67. 
     8Ibid, hlm.69 
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 Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 
undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 
mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 
mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 
waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 
pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.9 
 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah 
perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana 
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret 
dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan 
arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.10 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literaratur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah stafbaar feit adalah sebagai berikut : 11 
1)  Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, 
                                                          
9 Andi Hamzah, 2001, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 
22 
10 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 18.  
11 Adami Chazawi, Op. Cit. hlm.67 
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(diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002), Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.  
2) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya 
R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J Van 
Schravendijk  dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana 
Indonesia, A. Zaenal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana 1, 
pembentuk undang-undang pernah menggunakan istilah peristiwa 
pidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Sementara 1950. 
3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan 
strafbaar feit. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, 
misalnya Utrecht walaupun ia juga menggunakan istilah lain yaitu 
peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1) A. Zaenal Abidin 
dalam buku beliau Hukum Pidana 1. Moeliatjo pernah juga 
menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik 
Percobaan Delik-Delik Penyrtaan walaupun menurut beliau lebih 
tepat dengan istilah perbuatan pidana.  
4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai didalam buku Pokok-Pokok 
Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja. 
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5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh kami 
dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga 
Schravedjik dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum 
Pidana Indonesia. 
6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk 
undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang 
Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3). 
7) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeliatno dalam berbagai 
tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. 
Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, 
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, 
met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar 
person”).12 
Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :13 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 
diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan 
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh 
hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 
sebenarnya diharuskan oleh hukum).”  
                                                          
12 Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, hlm 58. 
13Teguh Prasetyo,2011, Hukum Pidana Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.49.  
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Sedangkan menurut Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan 
manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, 
strafwaarding (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karna 
keselahan (en aan schuld te wijten)14 
Selanjutnya Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu 
sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu, “tindakan yang menurut 
sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum”.15 
Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa tindak pidana berarti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja 
yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan 
oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-
citakan oleh masyarakat.16 
Jadi tindak pidana (strafbaar feit), peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa 
asing disebut delict artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur 
tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
                                                          
14 Zaenal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.224 
15Frans Maramis, op.Cit, hlm 58 
16Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta,hlm.54 
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disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut”. 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya 
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam 
rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri 
atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan 
dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk 
kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman 
pidana kalau dilanggar. 
Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) 
adalah:17 
1.  Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia  
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum) 
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat 
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur 
subyektif dari tindak pidana,yakni  
Unsur Obyektif : 
1. Perbuatan orang 
                                                          
17 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung:  PT. Revika Aditama, hlm 98. 
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2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 
seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat “openbaar” atau 
“dimuka umum”. 
Unsur Subyektif : 
1. Orang yang mampu bertanggung jawab 
2. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan. 
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari 
perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu 
dilakukan. 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan 
sebagai berikut :18 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 
unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. 
a. Unsur Subjektif 
                                                          
18 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, hlm.193. 
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Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1  KUHPidana 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, dan lain-lain 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut 
Pasal 340 KUHPidana 
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana. 
b. Unsur Objektif 
Unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai  pegawai negri” 
di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan 
terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana. 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang yang berada 
di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur 
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mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu 
yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. 
Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur 
yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.19 
a. Unsur Tingkah Laku 
Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku 
aktif atau positif (bandelen), juga dapat perbuatan materiil 
(materieel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). 
Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang 
untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud 
gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya 
mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). 
Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur 
tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit 
sekali dengan perbuatan pasif. 
Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku 
membiarkan (nalaten), suatu bentuk tingkah laku yang tidak 
melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang 
seharusnya seorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus 
melakukan perbuatan aktif dan dengan tindak berbuat demikian, 
seorang itu disalahkan karna tidak melaksanakan kewajiban. 
 
                                                          
19 Adami Chazawi, Op. Cit, hlm 83. 
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b. Unsur Sifat Melawan Hukum 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut 
dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum 
formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada 
masyarakat  (melwan hukum materiil/materieel wederrechtelijk). 
Karna bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut 
dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat 
tercela tersebut tidak tertulis. 
c. Unsur Kesalahan 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau 
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai 
perbuatan. Oleh karna itu, unsur ini selalu melekat pada diri 
pelaku dan bersifat subjektif.  
Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku 
adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat 
serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. 
3. Jenis Tindak Pidana 
Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan 
atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :20 
 
 
                                                          
20 Ibid. Hlm 122. 
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1.   Kejahatan dan Pelanggaran 
KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, 
hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu 
pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk 
membedakan kedua jenis delik itu. 
Ada dua pendapat : 
a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik 
itu ada perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini 
lalu didapati 2 jenis delik, ialah : 
1.   Rechtdelicten 
     Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan 
keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 
dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan 
dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-
delik semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse). 
2.   Wetsdelicten  
Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai tindak pidana karena undang-undang 
menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-
undang mengancamnya dengan pidana. Misal : 
memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia 
prohibita). Delik-delik semacam ini disebut 
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“pelanggaran”. Perbedaan secara kwalitatif ini tidak 
dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari 
sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang 
pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai 
bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada 
“pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan 
bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena 
perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka 
dicari ukuran lain.  
b.  Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu 
ada perbedaan yang bersifat kwantitatif. Pendirian ini hanya 
meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi 
kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada 
“kejahatan”. 
2.   Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara 
formil dan delik dengan perumusan secara materiil) 
a.   Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik 
beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut 
telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti 
tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan 
(Pasal 160 KUHPidana), di muka umum menyatakan 
perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan 
kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia 
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(Pasal 156 KUHPidana); penyuapan (Pasal 209, 210 
KUHPidana); sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana); 
pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana); pencurian 
(Pasal 362 KUHPidana). 
b.  Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik 
beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang). 
Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak 
dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling 
banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 
187 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 KUHPidana), 
pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana). Batas antara delik 
formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.  
3.   Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per 
ommisionen commissa 
a.   Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, 
pencurian, penggelapan, penipuan.  
b.  Delik ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang 
diperintahkan yang diharuskan 
c.  Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang 
berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), 
akan tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat.  
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4.  Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) 
Tindak pidana sengaja (dolus) adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana 
yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalm pasal, 
misalnya Pasal 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang 
diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian (culpa) adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur 
culpa (lalai), kurang hati-hati dan tidak karna kesengajaan. 
5. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge 
stelde delicten) 
a.  Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 
perbuatan satu kali. 
b.  Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, 
apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 
(penadahan sebagai kebiasaan) 
6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (voordurende en 
aflopende delicten)  
      Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai    
ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya 
merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana). 
7. Delik aduan dan delik laporan (klachtdelicten en niet klacht 
delicten) 
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Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya 
dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena 
(gelaedeerde partij) misal : penghinaan (Pasal 310 dst. jo 319 
KUHPidana) perzinahan (Pasal 284 KUHPidana), chantage 
(pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 
sub 2 KUHPidana jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut 
sifatnya, sebagai :  
a.   Delik aduan yang absolut, ialah misalnya Pasal 284, 310, 
332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut 
berdasarkan pengaduan. 
b.   Delik aduan yang relative ialah misalnya Pasal 367, disebut 
relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa 
antara si pembuat dan orang yang terkena. 
Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan 
tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan 
adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu 
tindak pidana kepada polisi 
8.  Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / 
peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde 
delicten) 
Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan 
yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 
ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari dsb. 
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(Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan 
karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan 
kanak-kanak (Pasal 341 KUHPidana). Delik ini disebut 
“geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan 
(Pasal 351 KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana).  
4. Pemidanaan  
Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan 
sebagai penghukuman.21 
Pemidanaan itu bukan untuk dimaksudkan sebagai upaya balas 
dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 
kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya 
kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud 
apabila melihat beberapa  tahap perencanaan sebagai berikut :22 
1. Pemberian pemidanaan oleh pembuat Undang-Undang 
2. Pemberian pemidanaan oleh badan yang berwenang 
3. Pemberian pemidanaan oleh instansi pelaksana yang 
berwenang 
                                                          
21 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 95. 
22 Ibid. hlm96 
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Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok 
yaitu sebagai golongan teori pembalasan (absolut), golongan teori tujuan 
(relatif) dan kemudian ditambah golongan teori gabungan.23 
1. Teori Pembalasan (absolut) 
Teori  ini terbagi dua macam yaitu : 
a. Teori pembelasan yang objektif, yang berorientasi  pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan 
masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan 
harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu 
bencana atau kerugian yang seimbang dengan 
kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan. 
b. Teori pembelasan subjektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila 
kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh 
kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah 
seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. 
2. Teori Tujuan (relatif) 
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 
pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau 
pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga 
pencegahan untuk masa mendatang. 
                                                          
23 Erdianto Efendi, Op.Cit, hlm 141. 
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Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana 
dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjuk 
kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud 
mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih 
baik kembali. 
3. Teori Gabungan 
Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan 
bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan 
datang, karnanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasaan 
bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan 
besar, yaitu sebagai berikut :24 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 
yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya 
tata tertib masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
3.  
                                                          
24 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 166. 
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B. Tindak Pidana Perkawinan  
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, pasal 1 ialah: 25 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Perkawinan menurut Undang-Undang ini dijelaskan bahwa 
perkawinan bukan hanya mencakup hubungan keperdataan tetapi juga 
mencakup hubungan lahir dan batin dimana seorang pria dan seorang 
wanita disatukan dalam ikatan perkawinan dan membentuk sebuah 
keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa: 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau 
miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah.26 
Ungkapan “akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon” 
merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat 
rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
                                                          
25 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1). 
26 Departemen Agama RI, 1997, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Direktorat 
Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, hlm 14 
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mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian 
yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan 
dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini 
menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan 
peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah 
melakukan perbuatan ibadah. 
Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka 
perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus 
di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia di ambil melalui prosesi 
keagamaan dalam akad nikah.  
Dalam ajaran islam seorang suami diperbolehkan untuk menikah 
lebih dari satu.tentu dengan syarat-syarat tertentu yang tak gampang 
seperti harus mendapat persetujuan istri,dan asalkan suami dapat berlaku 
seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa kepada masing-
masing istri harus diberikan nafkah yang pantas. 
3. Prinsip Perkawinan 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
ini terdapat prinsip demi memajukan cita-cita luhur dari perkawinan. Dari 
undang-undang ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan 
dapat lebih sempurna dari masa yang sudah-sudah. Oleh karna itu, 
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bukannya tidak mungkin ada berbagai pembaharuan atau perubahan 
dalam melaksanakan hukum.27 
Adapun prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 
1 Tahun  1974 yaitu :28 
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan 
melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 
pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual 
dan material. 
b. Dalam Undang-Udang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan 
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan 
yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama 
halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang 
juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama 
                                                          
27 Asro Sosroatmodjo, Wasit Alwi, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan 
Bintang, hlm  35. 
28http://bocahrandue.blogspot.co.id/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no1-
1974.html/30 September 2015/15.00/ 
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dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat 
beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang 
suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat 
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 
diputuskan oleh Pengadilan Agama. 
d. Undang-Udang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai istri itu 
harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat 
keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya 
perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, 
karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang 
lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon 
suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang 
lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan 
laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas 
umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-
Udang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik 
bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 
tahun bagi wanita. 
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e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini 
menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian. 
Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu 
(Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) serta 
harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang 
Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam. 
f.    Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 
dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian 
segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan 
diputuskan bersama suami istri. 
4. Asas Perkawinan  
Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 :29 
1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon 
suami dan isteri. 
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974). Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki 
satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, 
namun  ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 
                                                          
29 http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-
dan.html/30september2015/15.15/ 
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Nomor 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam 
Pasal 4-5. 
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga 
batiniah. 
4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan 
undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri. 
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari 
perkawinan tersebut. 
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri 
tersebut 
5. Syarat Perkawinan Lebih dari satu kali 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menganut asas monogami Pasal 3 Ayat (1), bahwa seorang pria idealnya 
hanya memiliki seorang istri tetapi yang mengingat bahwa undang-undang 
perkawinan ini menganut sistem hukum islam dimana dalam hukum islam 
memungkinkan seorang pria memiliki lebih dari seorang istri.  
Syarat seorang pria dapat menikahi lebih dari seorang wanita diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 
9 yang berbunyi :30 
                                                          
30 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak 
dapat kawin lagi kecuali hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 
4 Undang-undang ini. 
Kemudian syarat seorang suami yang ingin beristri untuk lebih dari 
sesekali dijelaskan didalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) 
yang berbunyi:31 
Pasal 3 
(2)   Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk 
beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
Pasal 4 
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang 
ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan 
tempat tinggalnya. 
(2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya 
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih 
dari seoarang apabila:  
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan Keturunan. 
Dalam undang-undang perkawinan mengisyaratkan bahwa ketika 
seorang pria  ingin beristri lebih dari seorang maka di dalam undang-
undang perkawinan secara tegas memberikan syarat yang harus dipenuhi 
sesuai yang dijelaskan didalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan 
(2). Diharapkan dengan adanya syarat ini memberi batasan agar seorang 
pria yang ingin memiliki istri lebih dari satu orang tidak sewenang-wenang 
sebab undang-undang membatasi untuk itu karna ada syarat yang harus 
dipenuhi. 
                                                          
31 Ibid. 
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6.  Unsur-unsur Perkawinan Dalam Pasal 279 KUHPidana 
Yang dimaksud dengan tindak pidana mengadakan perkawinan yang 
dilarang terdapat dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana berbunyi:32 
(1)  Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun:  
1e. Barang siapa yang kawin yang sedang diketahuinya, bahwa 
perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah 
baginya akan kawin lagi 
Uraian unsur-unsur didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e sebagai 
berikut: 
a. Barang Siapa  
Merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu 
memperlihatkan sipelaku adalah manusia. Sebagian pakar 
lagi berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut adalah 
manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa 
orang. 
b. Yang kawin yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya 
yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan 
kawin lagi 
Dalam unsur ini syarat supaya orang dapat dihukum dalam Pasal 
279 Ayat (1) ke-1e, ialah orang itu harus mengetahui bahwa, bahwa ia 
                                                          
32 R. Soesilo, 1995,  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia, hlm 203. 
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dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan. Menurut 
pasal 199 B.W. (hukum sipil) perkawinan (nikah) itu menjadi lepas:33 
a. Karena mati 
b. Karena seseorang meninggalkannya selama 10 tahun dan 
diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain 
c. Karena ada ponis perceraian oleh hakim 
d. Karna perceraian biasa menurut peraturan dalam B.W. 
Yang tunduk kepada peraturan pernikahan dalam B.W. ialah orang 
Eropa, orang-orang Indonesia, Tionghoa dan sebagainya. Jika beragama 
kristen juga tunduk pada peraturan ini. Bagi mereka yang tunduk pada 
peraturan B.W., maka adanya suatu perkawinan (nikah) sudah merupakan 
suatu halangan untuk mengadakan perkawinan lagi (kawin dua kali 
dinamakan bigamie dan dihukum menurut pasal ini). 
Dahulu sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974) seorang pria beragama islam di indonesia 
dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya 
perkawinan lebih dari 4 kali itu barulah akan merupakan pelanggaran 
terhadap pasal 279 Ayat (1) ke-1e. 
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui 
proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas 
surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan 
                                                          
33 Ibid., Hlm 203. 
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terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari 
hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. 
Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan 
kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi 
wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang 
untuk diadili.34 
Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan 
putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang 
selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu 
berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara 
saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil 
yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. 
Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi 
keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang 
ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-
undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data uang autentik 
serta para saksi yang dapat dipercaya.35  
Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan 
kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan 
bukti-bukti lainya seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan proses 
                                                          
34https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-
menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/30 september 2015/ 15.30/ 
35 Departemen Kehakiman, 1981, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta : Yayasan 
Pengayoman, hlm.86 
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persidangan maupun sebelumnya maka jelas surat dakwaan tersebut 
tidak relevan dijadikan sebagai dasar pembuktian maka dakwaan akan 
kabur atau obscurlibel. 
a. Pertimbangan Normatif/Yuridis 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana : 
    1.  Dasar pemberatan Pidana Umum. 
a. Dasar Pemberatan pidana karena jabatan. Pemberatan pidana 
karena jabatan di atur daiam pasal 52 KUHP yang rumusannya 
adalah sebagai berikut: 
Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya,atau pada 
waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan,atau sarana 
yang diberikan kepadanya karena jabatannya,pidananya ditambah 
sepertiga. 
b. Dasar Pemberatan Pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 52a 
KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut: 
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunkan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia,Pidana untuk kejahatan tersebut 
dapat ditambah sepertiga. 
c. Dasar Pemberatan Pidana karena pengulangan (Recidive). 
Mengenai pengulangan ini, KUHPidana mengatur sebagai berikut: 
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Dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu 
dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya.Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana 
tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486,487,dan 488 
KUHPidana. 
d. Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (concursus) 
Ada 3 bentuk concursus yang dikenal dalam hukum pidana,yaitu 
concursus idealis, concursus realis,dan perbuatan berlanjut 
2. Dasar pemberatan Pidana khusus 
  Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus ini   adalah pada si pembuat dapat di pidana melampaui atau 
diatas ancaman maksismum pada tindak pidana yang bersangkutan. 
Sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam tindak pidana 
tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus,karena hanya 
berlaku pada tindak pidana tertentu yang di cantumkannyan alasan 
pemberatan itu saja,dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. 
b.  Pertimbangan Sosioiogis 
Pasal 5 ayat (1) rancangan KUHP nasional tahun 1999-2000, 
menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakini mempertimbangkan: 
1. Kesalahan Terdakwa  
2. Motif dan Tujuan melakukah tindak pidana 
3. Cara melakukan tindak pidana 
4. Sikap batin membuat tindak pidana 
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5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku 
6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana 
7. Pehgaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana,terhadap korban 
atau keluarga. 
D. Hukuman Disiplin (Sanksi Administratif) Dari Pihak Instansi 
Apabila Anggota POLRI Melakukan Tindak Pidana 
Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti 
halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (“UU Kepolisian”). Hal ini menunjukkan bahwa 
anggota Kepolisian RI (“Polri”) merupakan warga sipil dan bukan termasuk 
subjek hukum militer. 
Namun, karena profesinya anggota Polri juga tunduk pada Peraturan 
Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode etik 
kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode 
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”). 
Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan 
martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun 
yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP 2/2003). Dengan 
melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin. 
  Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau 
perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan 
pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman 
disiplin (Pasal 7 PP 2/2003). 
  Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik 
(Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus 
kewenangan Atasan yang berhak menghukum (“Ankum”) untuk 
menjatuhkan Hukuman Disiplin. 
Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003): 
a. Teguran tertulis 
b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun 
c. Penundaan kenaikan gaji berkala 
d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun 
e. Mutasi yang bersifat demosi 
f. Pembebasan dari jabatan 
g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri 
Makassar, Perpustakaan Hukum Universitas Hasanuddin, dan Pondok 
Pesantren Immim Makassar. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka 
penulis memilih lokasi tersebut. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar 
lokasi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam 
penulisan skripsi ini. 
B. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang 
memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode 
penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam 
melakukan penelitian. Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya 
terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan 
format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif  
(penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan 
menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode 
42 
 
penelitian. Sebab, ketepatan dalam metode penelitian akan sangat 
berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum. 
Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian library 
research atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum semacam ini 
tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karna yang diteliti 
adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library 
based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary 
materials.36 
C. Bahan Hukum 
Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam 
penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum 
diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan , untuk itu istilah yang 
dikenal adalah bahan hukum.  Dalam penelitian hukum normatif bahan 
pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya 
disebut bahan hukum sekunder.37 Dalam bahan hukum terbagi bahan 
hukum primer dan sekunder yaitu : 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum 
primer terdiri dari : 
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan 
                                                          
36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat , 
Jakarta : Rajawali Pers, hlm.23. 
37 Ibid. 24. 
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b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana Pasal 193 Ayat (1) 
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau 
menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan 
memperkuat penjelasan didalamnya. Diantara bahan-bahan 
hukum sekunder dalam penelitian ini adalah mempelajari buku- 
buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta putusan Pengadilan Negri 
Makassar Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks dan putusan 
Pengadian Tinggi Makassar Nomor: 390/PID/2014/PT.Mks serta 
sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang diteliti dan melakukan wawancara 
berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 
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D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research 
(penelitian kepustakaan) adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan 
dari telaah arsip atau studi pustaka seperti mempelajari buku-buku, karya 
ilmiah, artikel-artikel, serta putusan Pengadilan Negri Makassar Nomor: 
1416/Pid.B/2014/PN.Mk dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 
390/PID/2014/PT.Mks. serta sumber bacaan lainnya yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan 
hukum sekunder yang diperoleh.  
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian putusan 
Pengadilan Negri Makassar Nomor: 1416/Pid.b/2014/PN.Mks serta 
putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 390/PID/2014/PT.Mks 
disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis kualitatif . Metode analisis data adalah suatu metode 
dimana data-data yang diperoleh dari hasil penelitian putusan Pengadilan 
Negri Makassar Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks serta putusan Nomor: 
390/PID/2014/PT.Mks dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan 
dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, 
sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Kemudian hasil 
analisis dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya 
yang berkaitan erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Putusan 
Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks  
1. Posisi Kasus 
Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam tahun 2010, terdakwa ANDI BAHARUDDIN, 
S.H.,M.H. menikah yang kedua kalinya dengan JUWITA R alias ITA 
dirumah RUSDI (orang tua juwita) di Jalan Pettarani II Q No.17 Makassar 
tanpa persetujuan dari saksi korban HASRIANI selaku istri pertama baik 
secara lisan maupun tertulis dan telah diterbitkan Surat Keterangan Telah 
Menikah Nomor : 072/Iman Pem.PPN/KT/III/2013 tanggal 6 Maret 2013, 
dan terdakwa ANDI BAHARUDDIN, SH., M.H. masih dalam ikatan 
pernikahan yang sah dengan HASRIANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah 
No. 36/VII/1984 tanggal 8 Juli 1984 dan dari hasil perkawinan tersebut 
telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing ANDI HARYUNI, ANDI 
FAJARWATI, ANDI DINA HERANI  dan ANDI CAKRA WIRAPERDANA. 
Terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H., M.H. menikah yang kedua kalinya 
dengan JUWUTA R alias ITA karena JUWITA R alias ITA telah hamil 
sebelum menikah, dimana sebelum pernikahan ANDI BAHARUDDIN, 
S.H., M.H. sebelumnya berpacaran dengan JUWITA R selama 2 tahun 
dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel 
Makassar dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama 
ANDI ILHAM BAHARUDDIN. Terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H., M.H. 
dan JUWITA mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 
perkawinan telah ada menjadi penghalang yang sah, dimana seorang laki-
laki yang beristri, perempuan yang bersuami, laki-laki yang belum beristri 
tetapi melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bersuami, 
laki-laki yang belum beristri perbuatan zina dilakukan suka-sama suka. 
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. 
 
2. Dakwaan 
Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 
27 Oktober 2014 No. Reg. Perk.:PDM./Mks/Ep/08/2014, sebagai berikut: 
DAKWAAN 
KESATU (Khusus untuk Terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H.) :_  
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Bahwa ia terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. pada hari Senin 
tanggal 22 Februari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
tahun 2010, bertempat di Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 
perkawinan telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan 
terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
-   Berawal terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. menikah yang 
kedua kalinya dengan JUWITA R alias ITA dirumah RUSDI (orang 
tua Juwita) di Jalan Pettarani II Q No.17 Makassar tanpa 
persetujuan dari saksi korban HASRIANI baik secara lisan 
maupun tertulis dan telah diterbitkan Surat Keterangan Telah 
Menikah Nomor: 072/Iman Pem.PPN/KT/III/2013 tanggal 6 Maret 
2013, sedangkan terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. masih 
terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban HASRIANI 
berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 36/VII/1984 tanggal 8 Juli 
1984 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) 
orang anak masing-masing ANDI HARYUNI, ANDI FAJARWATI, 
ANDI DINA HAERANI, dan ANDI CAKRA WIRAPERDANA. 
-   Bahwa terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. menikah yang 
kedua kalinya dengan JUWITA R alias ITA karena JUWITA R 
alias ITA telah hamil sebelum menikah dimana terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN, S.H.,M.H. berpacaran dengan JUWITA R alias 
ITA selama 2 (dua) tahun dan sering melakukan hubungan badan 
layaknya suami istri di Hotel Makassar dan mereka telah 
dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANDI ILHAM 
BAHARUDDIN. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. 
 
KESATU (Khusus untuk Terdakwa JUWITA R alias ITA) :_  
 Bahwa ia terdakwa JUWITA R alias ITA pada hari Senin tanggal 22 
Februari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, 
bertempat di Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak 
lain menjadi penghalang untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan 
cara-cara sebagai berikut : 
-   Berawal terdakwa JUWITA R alias ITA  menikah dengan ANDI 
BAHARUDDIN, S.H.,M.H. dirumah RUSDI (orang tua Juwita) di 
Jalan Pettarani II Q No.17 Makassar tanpa persetujuan dari saksi 
korban HASRIANI baik secara lisan maupun tertulis dan telah 
diterbitkan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 072/Iman 
Pem.PPN/KT/III/2013 tanggal 6 Maret 2013, sedangkan  ANDI 
BAHARUDDIN, S.H.,M.H. masih terikat perkawinan yang sah 
dengan saksi korban HASRIANI berdasarkan kutipan Akta Nikah 
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No. 36/VII/1984 tanggal 8 Juli 1984 dan dari hasil perkawinan 
tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing 
ANDI HARYUNI, ANDI FAJARWATI, ANDI DINA HAERANI, dan 
ANDI CAKRA WIRAPERDANA. 
-   Bahwa terdakwa JUWITA R alias ITA menikah dengan ANDI 
BAHARUDDIN, S.H.,M.H. karena JUWITA R alias ITA telah hamil 
sebelum menikah dimana terdakwa ANDI BAHARUDDIN, 
S.H.,M.H. berpacaran dengan JUWITA R alias ITA selama 2 (dua) 
tahun dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri 
di Hotel Makassar dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak 
atas nama ANDI ILHAM BAHARUDDIN. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana. 
 
ATAU 
KEDUA :_ 
Bahwa mereka terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. dan 
terdakwa JUWITA R alias ITA pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di 
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan telah 
ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan terdakwa 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
-   Berawal terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. menikah yang 
kedua kalinya dengan JUWITA R alias ITA dirumah RUSDI (orang 
tua Juwita) di Jalan Pettarani II Q No.17 Makassar tanpa 
persetujuan dari saksi korban HASRIANI baik secara lisan 
maupun tertulis dan telah diterbitkan Surat Keterangan Telah 
Menikah Nomor: 072/Iman Pem.PPN/KT/III/2013 tanggal 6 Maret 
2013, sedangkan terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. masih 
terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban HASRIANI 
berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 36/VII/1984 tanggal 8 Juli 
1984 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) 
orang anak masing-masing ANDI HARYUNI, ANDI FAJARWATI, 
ANDI DINA HAERANI, dan ANDI CAKRA WIRAPERDANA. 
-   Bahwa terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. menikah yang 
kedua kalinya dengan JUWITA R alias ITA karena JUWITA R 
alias ITA telah hamil sebelum menikah dimana terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN, S.H.,M.H. berpacaran dengan JUWITA R alias 
ITA selama 2 (dua) tahun dan sering melakukan hubungan badan 
layaknya suami istri di Hotel Makassar dan mereka telah 
dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANDI ILHAM 
BAHARUDDIN. 
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. 
48 
 
ATAU 
KETIGA:_ 
Bahwa mereka terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. dan 
terdakwa JUWITA R alias ITA pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di 
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, seorang 
laki-laki yang beristri, perempuan yang bersuami, laki-laki yang telah 
beristri, berbuat zina dilakukan suka sama suka, dimana perbuatan 
mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
-   Berawal terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. menikah yang 
kedua kalinya dengan JUWITA R alias ITA dirumah RUSDI (orang 
tua Juwita) di Jalan Pettarani II Q No.17 Makassar tanpa 
persetujuan dari saksi korban HASRIANI baik secara lisan 
maupun tertulis dan telah diterbitkan Surat Keterangan Telah 
Menikah Nomor: 072/Iman Pem.PPN/KT/III/2013 tanggal 6 Maret 
2013, sedangkan terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. masih 
terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban HASRIANI 
berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 36/VII/1984 tanggal 8 Juli 
1984 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) 
orang anak masing-masing ANDI HARYUNI, ANDI FAJARWATI, 
ANDI DINA HAERANI, dan ANDI CAKRA WIRAPERDANA. 
-   Bahwa terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. menikah yang 
kedua kalinya dengan JUWITA R alias ITA karena JUWITA R 
alias ITA telah hamil sebelum menikah dimana terdakwa ANDI 
BAHARUDDIN, S.H.,M.H. berpacaran dengan JUWITA R alias 
ITA selama 2 (dua) tahun dan sering melakukan hubungan badan 
layaknya suami istri di Hotel Makassar dan mereka telah 
dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANDI ILHAM 
BAHARUDDIN. 
Perbuata mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 284 KUHPidana 
 
3. Tuntutan Hukum (requesitoir) 
Adapun yang menjadi tuntutan hukum (requesitoir) dari Jaksa 
Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang tanggal 27 Oktober 2014 
No. Reg. Perkara: PDM-470/Mks/Ep/087/2014, yang pada pokoknya 
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa 1 ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. dan 
terdakwa 2 JUWITA R. Alias ITA terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “melangsungkan perkawinan tanpa izin” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana 
sebagaimana dalam dakwaan kedua; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ANDI BAHARUDDIN, 
S.H.,M.H. dan terdakwa 2 JUWITA R alias ITA dengan pidana 
masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara; 
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3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 
 
4. Amar Putusan 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Terdakwa 1 ANDI BAHARUDDIN, S.H,.M.H. dan 
terdakwa 2 JUWITA R alias ITA tersebut diatas, terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kawin 
sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada 
menjadi halangan yang sah baginya”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 ANDI BAHARUDDIN 
S.H,.M.H. dan terdakwa 2 JUWITA R alias ITA oleh karna itu 
dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun; 
3. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara 
masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah); 
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan 
Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks 
Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah sebagai 
berikut : 
        Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang 
pembelaan terdakwa dan Penasehat hukumnya yang menyatakan 
bahwa perkaraa ini sudah kedaluwarsa dengan mengacu pada 
ketentuan Pasal 74 KUHPidana, yang mana menurut terdakwa dan 
Penasehat hukumnya dakwaan yang dihadapkan padanya 
merupakan delik aduan, apakah beralasan atau tidak Majelis hakim 
akan mempertimbangkan sebagai berikut: 
           Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara 
saksama dakwaan yang dihadapkan pada terdakwa khususnya yang 
menyatakan terdakwa dianggap langgar ketentuan Pasal 279 Ayat 
(1) KUHPidana perbuatan terdakwa tersebut diatur dalam Bab XIII 
yang mengatur tentang Kejahatan terhadap kedudukan warga, 
sehingga terhadap kejahatan tersebut bukan merupakan delik aduan 
absolut sehingga tidak tunduk pada ketentuan pasal 74 KUHPidana 
oleh karna itu pembelaan tersebut harus dikesampingkan; 
          Menimbang, bahwa berdasrkan pertimbangan tersebut diatas 
unsur ke 2 telah terpenuhi; 
          Menimbang, bahwa oleh karna semua unsur dari Pasal 279 
ayat (1) dan (2) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama; 
          Menimbang, bahwa oleh karna para terdakwa tidak ditahan 
dan menurut pendapat Majelis Hakim dengan memperhatikan 
maksud penahanan yang merupakan suatu upaya untuk menjamin 
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agar mudahnya proses persidangan dan agar terdakwa tidak 
melarikan diri serta mengulangi lagi perbuatannya, dan terhadap hal 
yang seperti itu tidak ada pada diri para terdakwa maka tidak cukup 
alasan untuk menahan para terdakwa oleh karna itu kepada 
terdakwa dinyatakan tetap tidak ditahan; 
Keadaan Yang Memberatkan dan Yang Meringankan 
Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka 
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
yang meringankan para terdakwa; 
Keadaan yang memberatkan: 
- Terdakwa I adalah seorang Perwira yang perbuatannya 
seharusnya menjadi panutan akan tetapi dalam hal ini tidak 
pantas; 
- Terdakwa II perbuatannya dapat membuat menciderai 
perasaan kaum istri; 
      Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa I dan II menyesali perbuatannya 
- Terdakwa I dan II belum pernah dihukum 
Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya 
perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan; 
Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHPidana dan Pasal 
193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
 
C. Analisis Penulis 
1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Putusan 
Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks 
Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan untuk 
menganalisis Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dalam 
putusan perkara Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks dimana menurut penulis 
pasal yang dituntutkan kepada terdakwa tidaklah sesuai dengan tindak 
pidana yang dilakukannya dan pasal yang dituntutkan kepada terdakwa 
merupakan sebuah kekeliruan dalam penerapan hukumnya karna baik 
dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mendakwakan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sementara 
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Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 279 Ayat (1) 
ke-1e KUHPidana. 
Dimana dalam putusan perkara Nomor 1416/PID.B/2014/PN.Mks 
dalam dakwaan yang berbentuk alternatif dimana terdakwa dituntut 
dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya 
adalah  sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
2. Yang kawin diketahui bahwa perkawinannya yang sudah ada 
menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi 
Dimana dalam unsur yang ke-2 (dua), yang kawin diketahui bahwa 
perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan 
kawin lagi, dalam unsur ke-2 (dua) tidak terpenuhi.  
Dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana baru terpenuhi jika: 
1. Perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan haruslah menurut 
peraturan perundang-undangan yang ada sebab seseorang yang 
melakukan tindak pidana yang diancamkan didalam Pasal 279 
Ayat (1) ke-1e KUHPidana hanya dimungkinkan untuk perkawinan 
yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada, 
berarti kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan.  Artinya bahwa perkawinan itu dianggap sah 
menurut hukum jika perkawinan tersebut dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Dimana menurut Undang-Undang ini perkawinan itu baru 
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dikatakan sah menurut hukum jika perkawinan tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pada Pasal 1 Ayat (1) 
berbunyi bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing, agama, dan kepercayaannya itu, 
kemudian lanjut di Ayat (2) bahwa diperkawinannya itu haruslah 
dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Artinya bahwa jika salah satu dari Ayat dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi 
maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum atau 
pernikahannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 
2. Kemudian dalam unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, 
bahwa perkawinan yang dilakukan akan terhalang oleh 
pernikahan terdahulunya sebab ketika seorang suami ingin 
melakukan pernikahan ke-2 (dua)nya ataukah pernikahan-
pernikahan selanjutnya haruslah merujuk pada apa yang diatur 
didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, sebab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dalam Pasal 3 Ayat (2) bahwa pengadilan 
dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih 
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan, pihak yang bersangkutan yang dimaksud adalah 
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istri sah terdahulunya. Sehingga seorang yang ingin menikah 
harus mendapatkan izin dari istri terdahulunya. 
Yang mana dalam perkawinan para terdakwa tidak terdaftar / tercatat 
pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan para terdakwa tidak 
memiliki Akta Nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan 
menurut hukum sehingga perkawinan terdakwa I dan terdakwa II secara 
hukum tidak sah. Oleh karna itu para terdakwa tidak dapat dituntut 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. 
Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dianggap keliru dalam 
menetapkan pasal yang akan dituntutkan kepada terdakwa dimana Jaksa 
Penuntut Umum tidak memperhatikan Undang-Undang yang lainnya yang 
terkait dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, dalam hal ini 
Undang-Undang yang terkait dengan Pasal tersebut yaitu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebab yang 
dipermasalahkan didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah 
masalah perkawinan sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada 
terdakwa haruslah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan.  
Penerapan Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana pada perkara yang 
diputuskan oleh Pengadilan Negri Makassar putusan Nomor 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks menurut penulis adalah sebuah kekeliruan 
sebab Jaksa Penuntut Umum didalam melakukan penuntutan hukum 
terhadap perkara putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks telah keliru 
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didalam penerapan hukumnya karna baik dalam dakwaannya sama sekali 
tidak mendakwakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
perkawinan sementara Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Pasal 
279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Pasal 284 KUHPidana. 
Dalam kasus putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks Jaksa 
Penuntut Umum didalam surat dakwaannya yang berbentuk alternatif, 
bahwa dalam perkara putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks terdakwa 
dituntut dengan 2 (dua) Pasal yang berbeda. Sebab selain Pasal 279 Ayat 
(1) ke-1e KUHPidana juga dituntut Pasal 284 KUHPidana, jadi disini Jaksa 
Penuntut Umum menuntutkan Pasal yang berlapis agar terdakwa terjerat 
dengan Pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. 
Sebab, menurut penulis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
merupakan perbuatan gendak (overspel), dimana perbuatan terdakwa 
dengan melakukan perkawinan ke-2 (dua) kalinya tidak sah menurut 
hukum artinya bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan gendak 
(overspel) sebab perkawinannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum 
sesuai apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan. 
Dalam rumusan Pasal 284 Ayat (1) ke-1e KUHPidana seseorang itu 
barulah dikatakan melakukan gendak (overspel) jika seorang pria yang 
telah kawin melakukan gendak (overspel) dengan seorang wanita yang 
tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya dan atas perbuatan terdakwa 
hanya dapat dilakukan penuntutan jika istri (korban) melakukan 
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pengaduan sebab Pasal 284 Ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah delik 
aduan, artinya bahwa kasus putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks 
menurut penulis merupakan tindak pidana yang diancam didalam Pasal 
284 Ayat (1) KUHPidana dan bukan tindak pidana yang diancam didalam 
Pasal 279 Ayat (1) ke-1e  KUHPidana. 
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan 
Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks 
Dalam pembahasan ini penulis hanya akan memfokuskan pada 
pembuktian unsur yang diputuskan dalam putusan perkara Nomor 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks sebab penulis beranggapan bahwa yang 
menjadi sorotan utama dalam putusan ini adalah pasal yang didakwakan 
pada terdakwa dan pada akhirnya diputuskan terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kawin sedang 
diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi 
halangan yang sah baginya”  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. 
Dalam putusan perkara Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks menurut 
penulis Hakim telah lalai dalam memeriksa dan memutuskan perkara 
tersebut sebab dalam putusan perkara Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks 
telah diuraikan segala hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, 
sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa mencocoki rumusan Pasal 279 Ayat (1) ke-1e 
KUHPidana dengan alasan bahwa Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana 
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telah dibuktikan dipersidangan dengan mendengarkan kesaksian para 
saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sehingga terdakwa 
terbukti telah melakukan tindak pidana yang dituntutkan kepadanya. 
Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan apa yang diputuskan 
Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks seperti 
misalnya unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana  yang dianggap 
telah  mencocoki perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga 
penulis sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 
390/Pid/2014/PT.MKS yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara terdakwa pada Pengadilan Negeri Makassar 
Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks, telah lalai menjalankan ketentuan 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa 
keadilan bagi terdakwa, dimana bukti dan saksi-saksi yang diajukan dan 
dibawah sumpah tidak menjadi Pertimbangan Hukum oleh Hakim 
sehingga putusan tersebyt berdasar dan beralasan Hukum Putusan 
Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks untuk dibatalkan. 
Dalam memeriksa dan mengadili perkara putusan Nomor 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks, dimana Majelis Hakim dalam putusannya telah 
keliru dalam mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan 
penasehat hukum terdakwa bahwa delik yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1e 
KUHPidana termasuk kedalam delik aduan dimana harus dilakukan 
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pengaduan oleh yang dirugikan sedangkan pengaduan yang dilakukan 
oleh pelapor dalam perkara ini sudah kadaluwarsa sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 74 Ayat (1) KUHPidana ; 
“Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak 
orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika 
bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika 
bertempat tinggal di luar Indonesia” 
Yang mana sangat jelas dalam Pasal 74 Ayat (1)  KUHPidana kalau 
laporan korban telah daluwarsa, karna korban telah mengetahui kalau 
terdakwa I telah menikah dengan terdakwa II sejak bulan Maret Tahun 
2011, dan pada saat itu anak terdakwa I dan II sudah berumur 9 bulan. 
Dengan pertimbangan Hakim bahwa untuk menyatakan seseorang 
telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut 
haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan 
kepadanya sehingga terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan 
dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai 
berikut; 
1. Barang siapa 
2. Yang kawin sedang diketahui bahwa perkawinannya yang sudah 
ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi 
Bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana 
tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : 
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1. Unsur Barang siapa 
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja 
sebagai subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban. Sebagai 
subjek hukum dapat berupa “individu” atau badan hukum.  
Bahwa dalam perkara a quo dipersidangan Penuntut Umum 
menghadirkan dan menghadapkan orang individu sebagai subjek 
hukum, penyandang hak dan kewajiban yang didukan sebagai 
terdakwa, selaku terdakwa ia dapat menjawab semua pernyataan 
yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntutan Umum dan 
Penasehat Hukumnya, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, 
tentang identitas dirinya ia Terdakwa mengaku mempunyai 
identitas diri dengan nama ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. 
identitas diri mana setelah dicocokkan identitas sebagaimana 
termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sama 
dan benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, 
dengan demikan unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi. 
2. Yang kawin sedang diketahui bahwa perkawinannya yang sudah 
ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi 
Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut terbukti bahwa antara 
terdakwa ANDI BAHARUDDIN dan saksi HASRIANI adalah 
suami istri yang sah yang perkawinannya dilaksanakan menurut 
agama islam dan ternyata JUWITA alias ITA telah dinikahkan 
oleh orang tuanya dengan terdakwa ANDI BAHARUDDIN yang 
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mana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menganut asas 
monogami dan bila perempuan hendak bersuami dengan 
seorang laki-laki yang sudah beristri laki-laki calon suami tersebut 
harus mendapatkan izin dari Pengadilan, ternyata terdakwa tidak 
dapat menunjukkan bahwa laki-laki yang hendak menikahinya 
sudah adanya izin untuk itu, maka Majelis berpendapat bahwa 
dengan tidak adanya izin tersebut merupakan halangan baginya 
akan kawin lagi (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974). 
Dalam putusan perkara Nomor 1416/Pid.B/2014 Hakim tidak 
memperhatikan asas lex specialis dimana terdakwa I dan II menganut 
agama islam dan ada Undang-Undang yang mengatur mengenai 
perkawinan bagi umat islam yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (2) KUHPidana; 
“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula dalam atauran pidana yang khusus, maka hanya yang 
khusus itulah yang diterapkan”. 
Menurut penulis ketika kita berbicara tentang Pasal 279 Ayat (1) ke-
1e KUHPidana maka kita harus beranjak pada aturan hukum, sebab 
perkawinan yang dimaksudkan didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e 
KUHPidana adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukan perkawinan yang 
menurut agama atau kebiasaan. Sehingga didalam putusan perkara 
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Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks kita harus melihat perkawinan yang 
dilakukan oleh terdakwa yaitu dari sisi hukum positif dan hukum agama. 
1. Hukum Positif 
Dalam segi hukum positif maka kita merujuk pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apakah dalam 
putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks perkawinan yang dilakukan 
oleh terdakwa sah menurut hukum atau tidak. Syarat sahnya 
perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam Ayat (1) 
bahwa Perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan menurut aturan-
aturan, agama, dan kebiasaan kemudian di Ayat (2) dimana 
perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-
undangan yang ada. Sehingga apabila Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tidak 
ada maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum , kemudian 
karna terdakwa telah terikat perkawinan sebelum terdakwa menikah 
maka dalam hal ini ketika terdakwa ingin melakukan perkawinan 
untuk kedua kalinya atau lebih maka terdakwa haruslah mengikuti 
apa yang dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 3 Ayat (2) pengadilan 
dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih 
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan, dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang 
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bersangkutan adalah dimana istri terdakwalah yang harus 
memberikan izin untuk terdakwa untuk dapat menikah lagi kemudian 
Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dijelaskan bahwa pria yang bermaksud kawin lebih dari 
sekali harus ada alasan-alasan yaitu: 
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan 
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah 
memiliki kekuatan hukum yang mana perkawinan terdakwa tidak 
terdaftar atau tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat 
dan para terdakwa tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti yang 
otentik sahnya suatu perkawinan menurut hukum sehingga 
perkawinan tersebut secara hukum tidak sah sebab tidak 
berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. 
2. Hukum Islam 
  Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat 
kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan adanya perkawinan 
rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma 
agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam hukum islam bahwa 
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seorang yang ingin melakukan perkawinan yang kedua kalinya atau 
lebih haruslah memperhatikan hal-hal yang menjadi aturan didalam 
hukum islam dimana seorang laki-laki yang hendaknya melakukan 
perkawinan lagi haruslah memperhatikan hal-hal bahwa suami 
tersebut mampu secara fisik maupun mental, kemudian ia harus 
mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maupun anak-anaknya dan 
kemudian melakukan akad nikah. Kemudian menurut hukum islam, 
akad nikah merupakan suatu hal yang sangat penting yang 
mengandung akibat-akibat serta konsekuensi tertentu sebagaimana 
yang telah ditetapkan didalam syariat islam. Oleh karna itu 
pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh syari’at islam adalah perbuatan yang sia-sia. 
Dalam pandangan Hukum Islam tidak wajib ada izin dari istri pertama 
tetapi dari segi akhlak atau moral perlu ada izin dari istri yang 
pertama karna tujuan hukum islam adalah kebahagiaan sedangkan 
jika menikah tanpa izin istri yang pertama perkawinan tersebut bisa 
tidak diridhoi dan ketika istri tidak ridho akan terjadi pertengkaran 
antara istri yang pertama dengan istri yang lainnya. Karna hukum 
islam tidak memisahkan hukum dengan akhlak dan fungsi dari 
hukum islam untuk menegakkan akhlak (menurut Dr. M. Taufan B, 
S.H.,M.H selaku direktur pondok Pesantren Immim Makassar). 
Dalam hal ini menurut penulis bahwa terdakwa benar melakukan 
perkawinan dengan melakukan akad nikah yang dilangsungkan 
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dengan syariat islam, tetapi di dalam pernikahannya ini terdakwa 
hanya menikah siri karna pernikahan terdakwa tidak terdaftar atau 
tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan para 
terdakwa tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti yang otentik 
sahnya suatu perkawinan. Dimana kedua terdakwa menganut 
agama islam dan ada Undang-Undang yang mengatur mengenai 
perkawinan bagi umat Islam yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. Jika perkawinan yang telah dilaksanakan 
oleh seseorang tidak sah akibat dari pada kehilafan, kehilafan yang 
dimaksud disini jika dalam proses perkawinan terjadi kekeliruan, 
ketidaktahuan dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan 
tersebut haruslah dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu 
dipandang tidak berdosa. Sehingga jika telah terjadi persetubuhan 
maka itu dipandang sebagai swathi’ syubhat tidak dipandang 
sebagai perzinahan, sehingga yang bersangkutan tidak dijatuhi 
sanksi zina, istri harus beridah apabila perkawinan dibatalkan sebab 
perkawinan yang seperti ini dapat dibatalkan. Anak yang dilahirkan 
dari perkawinan itu bukan dipandang sebagai anak zina dan 
nasabnya dipertalikan pada ayah dan ibunya. Tetapi didalam 
putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks, yang dalam putusan ini 
telah diketahui fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah hidup 
bersama layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah 
melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan maka istri 
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tersebut harus beriddah. Orang yang melaksanakan perkawinan 
tersebut dipandang bersalah dan berdosa, dapat dituntutkan pidana 
Pasal 284 KUHPidana, persetubuhan itu dipandang sebagai 
perzinahan dan nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan 
kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya. Dari pandangan 
hukum islam terhadap Pasal 279 KUHPidana, hukum islam itu 
menganut asas monogami artinya perkawinan sah memang 
menghalangi perkawinan yang baru, namun apabila ada izin ini tidak 
akan menjadi masalah dan sebenarnya di dalam Surat An-Nisa ayat 
3 mensyaratkan bahwa harus ada alasan yang jelas jika ingin 
berpoligami artinya poligami ini dibolehkan jika ada ridho dari istri 
yang pertama apa bila istri yang pertama tidak ridho maka dia akan 
menuntut. 
Dari pandangan dua hukum diatas baik itu ditinjau dari hukum positif 
maupun hukum islam jelas bahwa perkawinan kedua terdakwa tidak sah 
baik secara hukum positif maupun secara hukum islam sehingga 
perbuatan dari terdakwa merupakan perbuatan zina baik itu ditinjau dari 
hukum pidana karna mencocoki rumusan Pasal 284 KUHPidana dan 
ditinjau dari segi hukum islam perbuatan terdakwa tetap adalah perbuatan 
zina sebab sebelum adanya pernikahan terdakwa sering melakukan 
hubungan badan atau persetubuhan layaknya suami istri. 
Berdasarkan fakta dipersidangan terhadap putusan Nomor 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks hakim telah memeriksa keterangan saksi-saksi, 
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alat bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka 
diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa 
benar ternyata terdakwa masih terikat pernikahan dengan korban dimana 
sampai saat ini berdasarkan keterangan saksi korban belum sama sekali 
melakukan perceraian. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh 
dipersidangan bahwa terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. adalah 
anggota Polri aktif yang sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan 
dengan saksi HASRIANI. Bahwa perkawinan antara ANDI BAHARUDDIN 
dengan HASRIANI dilaksanakan berdasarkan ajaran agama islam, 
walaupun saat ini terdakwa tidak serumah lagi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh 
dipersidangan bahwa terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H telah 
dinikahkan oleh orang tua terdakwa JUWITA R alias ITA tanpa dicatat 
dalam buku nikah yang dalam adat perkawinan tersebut dikenal dengan 
istilah kawin siri, dan sekarang sudah serumah dengan terdakwa JUWITA 
R dan ternyata pula bahwa hubungan terdakwa ANDI BAHARUDDIN, 
S.H.,M.H dengan terdakwa JUWITA R telah melahirkan anak hasil 
perkawinan siri dengan terdakwa ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H. 
sedangkan HASRIANI sebagai istri sahnya tidak pernah memberikan izin 
kepada terdakwa ANDI BAHARUDDIN,S.H.,M.H sebagai suaminya untuk 
kawin lagi, sehingga Majelis Hakim mendapatkan unsur kedua ini telah 
terpenuhi pula terhadap diri terdakwa. 
 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata 
perbuatan terdakwa menurut majelis hakim telah memenuhi unsur-unsur 
dari dakwaannya sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1e 
KUHPidana. 
Apakah mungkin seseorang dipidanakan dengan Pasal 279 Ayat (1) 
ke-1e KUHPidana adalah pernikahan terdakwa sendiri tidaklah memiliki 
kekuatan hukum yang sah dan dilihat atau ditinjau dari syariat islam pun 
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perkawinan terdakwa tidak sah.  Sehingga majelis hakim dalam putusan 
Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks telah lalai dalam memeriksa dan 
memutuskan perkara ini yang padahal perkara ini lebih mengarah kepada 
perzinahan baik itu ditinjau dari hukum pidana maupun syariat islam. 
Artinya, bahwa seharusnya majelis hakim dalam perkara Nomor 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks diputus bebas sebab perbuatan terdakwa tidak 
sesuai atau tidak mencocoki rumusan Pasal 279 Ayat (1) ke-1e 
KUHPidana.  
Berdasarkan atas keseluruhan uraian-uraian serta keberatan-
keberatan tersebut maka dengan ini para terdakwa, Kini pemohon 
banding mohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang mulia 
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan 
putusannya sebagai berikut : 
1. Menerima Permohonan Banding/ Memori Banding Pemohon 
Banding 
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan 
perkara Nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks 
Seraya mengambil alih dan mengadili sendiri 
1. Membebaskan Terdakwa I ANDI BAHARUDDIN, S.H.,M.H dan 
Terdakwa II JUWITA R alias ITA dari segala tuntutan hukum 
2. Memulihkan nama baik para Terdakwa tersebut 
3. Membebankan biaya perkara pada Negara 
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BAB V 
 PENUTUP  
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka 
penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa: 
1. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan hukum kepada 
terdakwa telah keliru didalam penerapan hukumnya, yang mana 
dalam menetapkan Pasal yang dituntutkan kepada terdakwa 
sama sekali Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan unsur 
yang terdapat dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, 
“barang siapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa 
perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan sah baginya 
akan kawin lagi”. Dimana perkawinan yang dimaksud Pasal 279 
Ayat (1) ke-1e KUHPidana haruslah perkawinan yang sah 
menurut hukum, agama dan kepercayaannya itu. Berarti 
perbuatan terdakwa tidaklah mencocoki rumusan pada Pasal 279 
Ayat (1) ke-1e KUHPidana.  
2. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 
1416/Pid.B/2014/PN.Mks  telah lalai sebab Majelis Hakim dalam 
memutuskan perkara ini, memutus bersalah kepada terdakwa dan 
perbuatan terdakwa dianggap telah mencocoki rumusan Pasal 
279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana. Dimana Majelis Hakim 
68 
 
beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa 
telah sah. Akan tetapi perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 
279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah perkawinan yang sah 
menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Ayat (1) 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing, agama dan kepercayaannya itu, kemudian dalam Ayat (2) 
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan terdakwa 
merupakan perzinahan dan mencocoki rumusan Pasal 284 
KUHPidana sebab terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan 
istrinya yang sah dan perkawinan kedua terdakwa tidaklah 
memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga perbuatan terdakwa 
dipandang sebagai perbuatan gendak (overspel). Selain itu dalam 
Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana merupakan delik aduan, 
dimana harus dilakukan pengaduan oleh yang dirugikan 
sedangkan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor dalam 
perkara ini sudah kedalwarsa sebagaimana dalam Pasal 74 Ayat 
(1) KUHPidana. Yang mana sangat jelas dalam Pasal 74 Ayat (1)  
KUHPidana kalau laporan korban telah daluwarsa, karna korban 
telah mengetahui kalau terdakwa I telah menikah dengan 
terdakwa II sejak bulan Maret Tahun 2011, dan pada saat itu anak 
terdakwa I dan II sudah berumur 9 bulan. Atas perkara Nomor 
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1416/Pid.B/2014/PN.Mks seharusnya Majelis Hakim memutus 
bebas atas perbuatan yang dituntutkan kepada terdakwa. 
B. Saran 
Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Agar setiap perkara pidana yang berkaitan dengan Pasal 279 
Ayat (1) ke-1e KUHPidana, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum 
agar lebih jelih dalam melakukan penuntutan hukum. 
2. Jaksa Penuntut Umum harus memahami maksud dari setiap 
unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa agar tidak 
lagi terjadi kesalahan didalam penerapan Pasal yang akan 
dituntutkan kepada terdakwa. 
3. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang 
berkaitan dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana haruslah 
memahami betul aturan-aturan hukum yang ada, baik itu hukum 
positif maupun hukum agama dan kebiasaan. 
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